BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH


3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Kabupaten Bengkalis merupakan satu dari beberapa daerah penghasil migas di Indonesia sehingga secara umum perekonomian daerah dan investasi pemerintah sangat tergantung pada dana bagi hasil migas yang diterima setiap tahunnya, lebih dari 80 persen sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini satu sisi sangat menguntungkan namun di sisi lain sangat tidak seimbang dalam distribusi antar sektor, artinya masih terdapat sektor-sektor potensial yang belum tergaraf secara optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
Secara nasional, kebijakan terkait harga BBM juga sangat berpengaruh terhadap nilai pendapatan Kabupaten Bengkalis yang kemudian membuat terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis, untuk itu, selain visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 menjadi kerangka dasar dalam kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkalis, beberapa arahan prioritas pembangunan Provinsi Riau dan prioritas pembangunan nasional tahun 2015 tetap serta kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya menjadi pertimbangan utama. Sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, yakni “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan yang Berkeadilan” maka target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 adalah sebesar 5,8 sampai dengan 6,3 persen, dengan laju inflasi 4,5 persen. Target pertumbuhan tersebut tentunya menjadi komitmen seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bengkalis yang juga menetapkan arah kebijakan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013, Perkiraan Tahun 2014 dan Tahun 2015
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan perkembangan indikator makro Kabupaten Bengkalis, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,65 persen sedikit menurun dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 7,67 persen. Kondisi ini menunjukkan tidak terjadinya perubahan signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis secara umum, namun situasi sosial Kabupaten Bengkalis cukup stabil. Faktor penting tidak meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah rendahnya realisasi investasi Pemerintah melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Namun Perkembangan sementara hingga akhir tahun 2013 menunjukkan tingkat realisasi yang cukup besar sehingga melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 saat ini kita berharap perekonomian akan tumbuh positif menjadi 7,90 dan pada tahun 2015 sebesar 8,00 persen. Nilai tersebut merupakan angka optimis dengan adanya perbaikan struktur ekonomi masyarakat dan kebijakan yang menstimulasi tingkat pendapatan masyarakat.
PDRB atas dasar harga konstan dengan migas yang pada tahun 2012 sebesar Rp.29.894.300,3 kita harapkan akan tumbuh menjadi Rp.31.877.156,85 pada tahun 2013 dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 32.025.168,22 dan pada akhir tahun 2015 menjadi Rp.32.229.342,13 dengan Pendapatan Perkapita sebesar Rp.7.914.133,00 pada tahun 2015. Sedangkan ICOR sebagai indikator perkembangan investasi daerah pada tahun 2015 diharapkan bergerak positif menjadi 4,80 dengan inflasi yang kita harapkan tetap terjaga pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 6,17 persen dan 6,00 persen. 
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, IPM pada tahun 2014 diprediksi sebesar 75,76 dan tahun 2015 menjadi 76,5, hal ini sejalan dengan perluasan lapangan pekerjaan yang kita harapkan berdampak pada pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang pada tahun 2012 sebesar 67,11 persen kita harapkan tumbuh menjadi 67,80 persen pada tahun 2013 dan 68,50 persen pada tahun 2014 serta 69,00 persen pada akhir periode RPJMD Tahun 2015.
Secara umum perkembangan indikator makro dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 - 2015
	NO.
	Indikator Makro
	Satuan
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	
	Tahun 2012
	Tahun 2013*)
	Tahun 2014
	Tahun 2015

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	1.
	Pertumbuhan Ekonomi
	%
	7,65
	7,82
	7,90
	8,00

	2.
	PDRB dengan migas
	Rp.
	29.894.300,3
	31.877.156,85
	32.025.168,22
	32.229.342,13

	3.
	PDRB tanpa migas
	Rp.
	3.963.458,4
	4.291.003,59
	4.583.020,16
	4.727.111,24

	4.
	Inflasi
	%
	7,11
	6,53
	6,17
	6,00

	5.
	Besaran ICOR
	Angka
	4,54
	4,52
	4,50
	4,80

	6.
	Tingkat Pengangguran
	%
	5,74
	5,70
	5,50
	5,00

	7.
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	%
	67,11
	67,80
	68,50
	69,00

	8.
	Pendapatan per kapita (harga konstan)
	Rp.
	6.834.128,98
	7.224.876,00
	7.678.658,22
	7.914.133,00

	9.
	Tingkat Kemiskinan
	%
	6,76
	6,68
	6,50
	6,00

	10.
	IPM
	Angka
	75,65
	75,71
	75,76
	76,5

	
	
	
	
	
	
	


*) data sementara
Sumber: Data diolah

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015
		Kabupaten Bengkalis secara geografis berada di pesisir timur Sumatera dan peraian Selat Malaka yang terdiri dari daerah pulau dan daratan. Secara ekonomis kondisi alam pulau dan pantai ini menyebabkan tingginya biaya pembangunan karena material pembangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis ditambah lagi dengan rendahnya jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat yang masih jauh tertinggal. Meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki sumberdaya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumberdaya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal bagi peningkatan kehidupan masyarakat Kabupatan Bengkalis. Ini dikarenakan sulitnya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.
Beberapa tantangan dalam pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan adalah sebagai berikut :

1) Akses Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya transformasi struktur ekonomi ke arah peningkatan ekspor non migas dalam rangka memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dan regional, upaya ini dilakukan mengingat pemanfaatan sumber daya alam terutama migas yang persediaanya semakin terbatas. Untuk itu guna memacu pertumbuhan ekonomi Bengkalis dan menarik masuknya investor Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 memfokuskan pada sektor prioritas seperti bidang infrastruktur karena akses infrastruktur menjadi modal sekaligus kekuatan utama yang menstimulus perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 yakni “Memperkuat Perekonomian Daerah dengan Dukungan Peningkatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur”

a. Infrastruktur Jalan 
Pembangunan sarana jalan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pemerataan pembangunan sebagai akses yang menghubungkan antar daerah dan kawasan. Sampai tahun 2012 telah diselesaikan pembangunan jalan kabupaten dengan permukaan aspal sepanjang 315,76 km; jalan kerikil 23,88 km; jalan tanah 426,69 km dan jalan beton 552,25 km yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan untuk jalan propinsi, hingga akhir tahun 2012 tercatat 132,08 km dengan permukaan aspal dan 61,34 km dengan permukaan beton. Jika dilihat dari kondisinya, 49,37 persen dalam kondisi baik, 23,81 persen rusak dan 25,01 persen rusak berat.

Kondisi jalan tersebut menjadi prioritas utama untuk dilakukan pembangunan dan perbaikan karena jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.

b. Infrastruktur Perhubungan
Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari daerah pulau dan daratan Sumatera, sehingga aksesibilitas utama antar kawasan adalah perhubungan laut. Saat ini pelabuhan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari; Pelabuhan Sungai Pakning, Pelabuhan Roro Sungai Selari, Pelabuhan Batu Panjang, Pelabuhan Roro Tanjung Kapal, Pelabuhan Tanjung Medang, Bandar Sri Laksamana Bengkalis, Pelabuhan Roro Air Putih dan Bandar Sri Setia Raja Selat Baru.
Melihat perkembangan ekonomi terutama perdagangan dan potensi wilayah Kabupaten Bengkalis yang sangat strategis maka perlu dioptimalkan pembangunan dan pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan roro angar pulau serta titik entry point lintas batas untuk memaksimalkan hubungan perdagangan antar negara terutama dalam menyambut AFTA.
Kabupaten Bengkalis memiliki dua Pulau Besar yakni Pulau Bengkalis sebagai pusat Pemerintahan yang memiliki potensi sebagai kawasan pendidikan dan agrobisnis dan Pulau Rupat yang diharapkan akan menjadi pusat pariwisata dan sentra pertumbuhan akrobisnis. Posisi strategis dua pulau ini menjadikan arus keluar dan masuk sangat besar namun terbatas oleh ketersediaan fasilitas perhubungan laut seperti roro dan pelabuhan penumpang kapal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap fokus untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas roro di semua wilayah Kabupaten Bengkalis dan fasilitas pelabuhan baik untuk penumpang maupun untuk barang.
Sedangkan dalam rangka menunjang posisi Kabupaten Bengkalis yang menjadi bagian dari wilayah perbatasan antar negara direncanakan untuk membangun fasilitas pelabuhan udara di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
c. Infrastruktur Pendidikan
Pada tahun 2012 di Kabupaten Bengkalis terdapat sebanyak 82 Taman Kanak-kanak, 327 Sekolah Dasar, 22 Madrasah Ibtidaiyah, 91 Sekolah Menengah Pertama, 52 Madrasah Tsanawiyah, 40 Sekolah Menengah Atas, 31 Madrasah Aliyah, 14 Sekolah Menengah Kejuruan, dan 6 perguruan tinggi. Sedangkan tenaga pengajar di Kabupaten Bengkalis sebanyak 444 orang guru Taman Kanak-kanak, 4.578 orang guru Sekolah Dasar, 297 guru Madrasah Ibtidaiyah, 1.701 orang guru Sekolah Menengah Pertama, 919 guru Madrasah Tsanawiyah, 1.138 orang guru Sekolah Menengah Atas, 521 guru Madrasah Aliyah, 314 orang guru Sekolah Menengah Kejuruan, dan 255 dosen.
Jumlah murid Taman Kanak-kanak di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 sebanyak 4.605 orang, murid Sekolah Dasar sebanyak 73.999 orang, 3.625 orang murid Madrasah Ibtidaiyah, 22.662 orang murid Sekolah Menengah Pertama, 6.331 orang murid Madrasah Tsanawiyah, 25.779 orang murid Sekolah Menengah Atas, 2.658 orang murid Madrasah Aliyah, 3.023 orang murid Sekolah Menengah Kejuruan, dan 4.056 mahasiswa.
Melihat perkembangan global dewasa ini maka tuntutan untuk peningkatan jumlah lembaga/institusi pendidikan menjadi keharusan guna menampung semakin tingginya animo masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik sekaligus meningkatkan cakupan layananan pendidikan kepada masyarakat.

d. Infrastruktur Kesehatan
Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 6 unit, Puskesmas 11 unit, Puskesmas Pembantu 52 unit, polindes 26 unit, serta poskesdes 54 unit. Banyaknya tenaga medis di Kabupaten Bengkalis antara lain dokter (dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi) 152 orang, bidan 249 orang, dan perawat 394 orang.

Jumlah sarana dan tenaga medis tersebut masih kurang jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, selain itu kemampuan SDM kesehatan juga belum memadai, ditambah lagi pemahaman masyarakat Kabupaten Bengkalis tentang hidup sehat masih kurang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen untuk meningkatkan akses sarana dan prasarana kesehatan khususnya meningkatkan cakupan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) untuk seluruh masyarakat (total corporate) diluar BPJS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah secara nasional, kemudian meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas rawat inap. Serta meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan seperti dokter spesialis.

e. Infrastruktur Listrik dan Air Bersih
Pengembangan sektor listrik dan air bersih sangat diharapkan dalam mendukung sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagai daerah sentra pertanian, industri dan perdagangan. Dari penghitungan PDRB Bengkalis 2012 sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan dari 10,45 persen pada tahun 2011 menjadi 5,59 persen pada tahun 2012. Sedang kontribusinya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya menempati urutan kedua terakhir dengan 0,84 persen.  
Seperti halnya di daerah lain, kebutuhan listrik di Kabupaten Bengkalis dipenuhi oleh PT. (Persero) PLN Ranting Bengkalis, Duri, Sungai Pakning dan Pulau Rupat. Pelayanan listrik di kawasan ini masih dalam satu induk, yaitu PT. (Persero) PLN Cabang Dumai. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah melayani listrik pada seluruh ibukota kecamatan dan beberapa desa terdekat, dengan kemampuan sebagai berikut :
1. Bengkalis 3.870 kw dan Teluk Pambang 100 kw, untuk wilayah Kecamatan Bengkalis dan Bantan;
2. Sungai Pakning 6.120 kw dan Tenggayun 100 kw untuk wilayah kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil;
3. Duri 10.830 kw untuk wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir;
4. Batu panjang 420 kw, Pangkalan Nyirih 40 kw dan teluk Lecah, Titi Akar, Tanjung Medang 100 kw untuk Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.

Kantor cabang PT. (persero) PLN Dumai melayani kebutuhan listrik untuk Bengkalis, meliputi pembangkit Bengkalis, Sungai Pakning, Duri dan Batu Panjang. Konsumsi listrik Bengkalis pada tahun 2012 adalah sebanyak 25.616.774 KWH dengan rata-rata per bulannya sebesar 2.134.731 KWH. Pengguna listrik terbesar adalah golongan umum yang mencapai 90,6 persen dari keseluruhan konsumsi listrik Bengkalis. Penjualan listrik dari kantor ranting Bengkalis mencapai Rp 19,027 milyar pada tahun 2012. Penjualan listrik terbesar adalah dari golongan tarif umum yang mencapai Rp 16,987 milyar.
Jaringan transmisi 150 kv telah beroperasi dengan tujuh buah gardu induk sebesar 23,27 MVA yaitu  GI Bengkalis/ Bantan 3,97 MV, GI Sungai Pakning/ Tenggayun 1,19 MV, GI Duri 10,83 MV, dan GI di Kecamatan Rupat 0,56 MV. Sistem jaringan distribusi tegangan menengah 20 KV di Kabupaten Bengkalis sebagian besar berupa kabel ‘bentang’ dan telah di pasang mulai perkotaan sampai sebagian besar wilayah pedesaan. Dengan sistem tramisi dan distribusi saat ini, sarana penyaluran yang dibangun memang belum memadai sehingga masih perlu ditingkatkan mengingat makin tingginya permintaan yang harus dilayani.
Air minum atau air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di Kabupaten Bengkalis yang sumber air minumnya sebagian besar berasal dari air hujan sehingga kualitas air minum masih belum memenuhi syarat higienis. Pada saat ini pengadaan dan pengusahaan air bersih masih dikelola oleh BUMD dan belum diswastakan, sehingga kebijaksanaan pengembangan khususnya mengenai pendanaan masih dipengaruhi oleh anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sumber air bersih yang memasok kebutuhan air di Kabupaten Bengkalis berasal dari air sungai/waduk. 
Bile dilihat perkembangan jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebanyak 11.557 pelanggan. Pelanggan paling banyak terdapat di Cabang Duri dengan 8.509 pelanggan (73,60 persen), kemudian Cabang Bengkalis sebanyak 2.290 pelanggan (19,80 persen), sedang Cabang Sei Pakning merupakan cabang PDAM menduduki urutan ketiga dengan 758 Pelanggan (6,60 persen).
Berdasarkan jenis pelanggan, tertinggi adalah pelanggan rumah tangga sebanyak 9.661 pelanggan (83,6 persen), kemudian niaga sebanyak 1.668 pelanggan  (14,43 persen) dan sosial sebanyak 224 pelanggan (1,94 persen). Sedangkan untuk pelanggan kategori industri hanya 1 pelanggan dan kategori khusus hanya 3 pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk di Bengkalis telah dibangun dan dioperasikan sungai dan waduk-waduk serta instalasi penjernihan air. Khusus menyangkut pengolahan dan pengelolaan air bersih, sampai saat ini masih dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sampai akhir 2012 kapasitas air bersih di Kabupaten Bengkalis adalah 5.617.606m3 dengan jumlah air bersih yang berhasil disalurkan sebanyak 2.387.498 m3.Air bersih tersebut terdistribusi pada 11.557 pelanggan. 
Dari data-data tersebut terlihat bahwa cakupan layanan air bersih di Kabupaten Bengkalis masih sangat rendah dan perlu untuk ditingkatkan.

2) Komoditas Unggulan Daerah 
Berdasarkan kondisi sumber daya alam, Kabupaten Bengkalis memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, namun belum dikelola secara optimal. Bengkalis memiliki banyak sekali komoditas unggulan yang sangat prospek untuk dikembangkan secara lebih luas guna memenuhi pasar lokal, nasional bahkan internasional. Potensi seperti Tanaman Buah Naga, Komoditi Udang, Buah derendan yang merupakan asli Kabupaten Bengkalis dan banyak lagi komoditi unggulan yang belum dikembangkan padahal sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya.
3) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Setiap tahun di Kabupaten Bengkalis terjadi musibah kebakaran hutan dan lahan yang menghabiskan ribuan hektar kebun dan lahan pertanian masyarakat bahkan berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Isu lingkungan lain yang tak kalah penting adalah abrasi pantai dan pengendalian sampah.
Kedua persoalan ini menjadi isu penting mengingat secara nasional bahkan internasional lingkungan hidup menjadi isu utama pembangunan. Melihat perkembangan pembangunan yang cenderung melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam serta industrialisasi yang cenderung berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup maka persoalan ini perlu menjadi titik fokus pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan. 

4) Kawasan Strategis dan Kawasan Perbatasan
Secara spasial Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah pulau dan pesisir yang berada di perairan Selat Melaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, dengan empat kecamatan berada di Pulau dan 4 kecamatan berada di pesisir pulau Sumatera. Titik terdekat Kabupaten Bengkalis dengan Port Dickson di Malaysia hanya sejauh 46 KM dan ke Melaka hanya 67 KM dengan jarak tempuh menggunakan Kapal Ferry kurang lebih 1,5 Jam sekali perjalanan. Pelayaran umum Malaysia – Bengkalis mencapai tiap hari, ini membuktikan tingginya intensitas hubungan Kabupaten Bengkalis dengan negara tetangga khususnya Malaysia baik secara sosial, ekonomi maupun hubungan dagang.
Namun, kondisi ini tentunya perlu diperhatikan secara serius karena kelemahan kondisi infrastruktur dan fasilitas umum lainnya menjadikan daya tarik masyarakat ke luar justru lebih besar dari daya tarik warga Malaysia untuk ke Bengkalis. tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bengkalis dan Indonesia secara umum.
Di sisi lain, Pemerintah telah menetapkan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai arah dan pedoman pembangunan ekonomi yang mencakup enam koridor. Riau yang menjadi bagian dari koridor Sumatera menjadi target rencana investasi MP3EI sebesar kurang lebih Rp. 14 triliun, konsepsi utama dari MP3EI tersebut adalah konektifitas antar kawasan dan pengembangan sentra produksi.
Untuk melakukan langkah-langkah percepatan realisasi proyek-proyek MP3EI tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membangun kerjasama pengembangan kawasan regional Bengkalis, Siak, Pelelawan, Dumai dan Kepulauan Meranti yang berada dalam satu kawasan dengan rencana alokasi proyeks MP3EI terbesar di Riau. Kerjasama ini dimaksud untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi pembangun dalam kawasan yang saling berdekatan. Pembicaraan lintas sektor telah dilakukan dan diharapkan pada tahun 2014 akan semua daerah terlibat akan bersama-sama memperjuangka kepentingan kawasan ini pada level provinsi riau dan nasional. 
Keberadaan Kabupaten Bengkalis secara spesifik dalam kawasan perbatasan juga menjadi persoalan sekaligus potensi untuk dikembangkan sebagai penguatan ekonomi dan ketahanan nasional.

5) Kualitas Sumber Daya Manusia
Manusia sebagai entitas utama pembangunan memiliki peran besar dalam setiap perubahan yang tercermin dari realitas sosial, ekonomi, politik dan teknostruktur lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu daerah.  Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa namun belum dikelola secara optimal mengingat masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki khususnya tenaga profesional di bidang industri perminyakan, perkebunan dan kehutanan serta kelautan dan profesi strategis lainnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.



6) Kualitas Birokrasi dan Tata Kelola
Pada Tahun 2012, Kabupaten Bengkalis dijadikan salah satu pilot project reformasi birokrasi bersama 18 daerah lain di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu ini menjadi tanggung jawab moral bagi Kabupaten Bengkalis untuk mempersiapkan semua aspek agar dapat menjadi contoh dalam reformasi birokrasi. Untuk itu pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melakukan langkah-langkah dalam mendukung upaya menjadikan birokrasi bersih dan melayani. 

7) Akses Permodalan dan Usaha Ekonomi
Salah satu kendala utama bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya adalah akses modal. Banyak sektor ekonomi masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang namun mengalami keterbatasan terhadap akses modal. Untuk itu melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan – Pinjam (UED-SP), Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan perhatian lebih bagi masyarakat desa melalui penyaluran dana hibah untuk desa agar dapat menstimulus peningkatan usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.

8) Budaya dan Agama
Tingkat perkembangan teknologi informasi saat ini sangat tinggi dan telah menghilangkan batas-batas administrasi negara. Informasi berkembang sangat cepat dan dapat diakses dari dan dimanapun. Suka atau tidak suka perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi tingkat pemahaman nilai-nilai budaya dan agama khususnya bagi generasi muda yang sangat akrab dengan gadget dan sejenisnya. 
Kecenderungan melanggar norma-norma juga semakin tinggi, bahkan tidak jarang sampai melakukan kriminal; narkoba, pemerkosaan dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan upaya konkrit dalam peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan agama baik di sekolah maupun di rumah.
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, Pendapatan Daerah tahun anggaran 2015 diproyeksikan berdasarkan asumsi penerimaan yang didasari pertimbangan sumber pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis terutama dari dana bagi hasil. Sebagai daerah penghasil minyak bumi Pendapatan Kabupaten Bengkalis dari sektor ini masih sangat dominan dibandingkan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Total Pendapatan Tahun 2015 di proyeksikan sebesar Rp.2.983.188.443.983,99 yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah sebesar Rp.324.504.884.624,99, Dana Perimbangan Sebesar Rp.2.608.683.559.359,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.50.000.000.000,00. Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp.3.653.188.443.983,99 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.439.989.606.320,22 dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.213.198.837.663,77, Sedangkan Pembiayaan di proyeksikan sebesar Rp.670.000.000.000,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.700.000.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiataan sebesar Rp.30.000.000.000,00 Secara lebih rinci Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.2, 3.3 dan 3.4 berikut.













Tabel. 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2013 s/d 2015
	NO
	Uraian
	Jumlah

	
	
	Tahun 2013
	Tahun Berjalan (2014)
	Proyeksi Tahun 2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	254.446.057.000,00
	281.446.579.400,00
	324.504.884.624,99

	1.1.1
	Pajak daerah
	33.350.000.000,00
	46.260.555.400,00
	46.721.361.531,83

	1.1.2
	Retribusi daerah
	34.296.057.000,00
	45.002.924.000,00
	40.577.999.200,00

	1.1.3
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
	30.800.000.000,00
	30.800.000.000,00
	36.498.000.000,00

	1.1.4
	Lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah
	156.000.000.000,00
	159.383.100.000,00
	200.707.523.893,16

	1.2
	Dana perimbangan 
	3.012.520.983.616,00
	3.055.900.091.819,00
	2.608.683.559.359,00

	1.2.1
	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
	2.970.606.222.616,00
	2.959.384.033.819,00
	2.576.821.318.359,00

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum
	31.862.241.000,00
	60.777.928.000,00
	31.862.241.000.,00

	1.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	10.052.520.000,00
	35.738.130.000,00
	-

	1.3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
	159.769.616.000,00
	187.764.711.000,00
	50.000.000.000,00

	1.3.3
	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 
	46.000.000.000,00
	50.000.000.000,00
	50.000.000.000,00

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	89.444.556.000,00
	137.764.711.000,00
	-

	1.3.5
	Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya**)
	24.325.060.000,00
	-
	-

	
	JLH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)
	3.426.736.656.616,00
	
	2.983.188.443.983,99















Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2013 s/d 2015
	NO
	Uraian
	Jumlah

	
	
	Tahun 2013
	Tahun Berjalan (2014)
	Proyeksi Tahun 2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	2.1
	Belanja Tidak Langsung
	1.892.790.361.359,85
	1.469.989.606.320,22
	1.439.989.606.320,22

	2.1.1
	Belanja pegawai
	1.012.171.033.768,08
	944.154.682.190,00
	

	2.1.3
	Belanja subsidi
	13.371.928.467,00
	11.426.180.000,00
	

	2.1.4
	Belanja hibah
	324.792.052.732,69
	108.506.174.600,00
	

	2.1.5
	Belanja bantuan sosial
	7.660.800.000,00
	5.446.338.000,00
	

	2.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
	418.727.810.500,00
	395.419.379.000,00
	

	2.1.8
	Belanja tidak terduga
	116.066.735.892,08
	5.036.852.530,22
	

	2.2
	Belanja Langsung
	3.076.956.045.710,42
	3.200.121.775.898,78
	2.213.198.837.663,77

	2.2.1
	Belanja pegawai
	184.151.196.681,00
	167.026.604.979,00
	

	2.2.2
	Belanja barang dan jasa 
	859.243.373.534,00
	878.971.461.912,76
	

	2.2.3
	Belanja modal
	2.033.561.475.495,42
	2.154.123.709.007,02
	

	 
	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)
	4.969.746.407.070,27
	4.670.111.382.219,00
	3.653.198.443.983,99




Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2013 s/d 2015
	NO
	Uraian
	Jumlah

	
	
	Tahun 2013
	Tahun Berjalan (2014)
	Proyeksi Tahun 2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(6)

	3.1
	Penerimaan pembiayaan
	1.548.009.750.454,27
	1.150.000.000.000,00
	700.000.000.000,00

	3.1.1
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
	1.248.009.750.454,27
	650.000.000.000,00
	300.000.000.000,00

	3.1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	300.000.000.000,00
	500.000.000.000,00
	400.000.000.000,00

	3.2
	Pengeluaran pembiayaan
	5.000.000.000,00
	5.000.000.000,00
	30.000.000.000,00

	3.2.1
	Pembentukan dana cadangan
	-
	-
	-

	3.2.2
	Penyertaan modal (Investasi) daerah
	5.000.000.000,00
	5.000.000.000,00
	30.000.000.000,00

	3.2.3
	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
	-
	
	-

	
	 JUMLAH  PEMBIAYAAN NETTO  (3.1 - 3.2)                      
	1.543.009.750.454,27
	1.145.000.000.000,00
	670.000.000.000,00



3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2015 diarahkan kepada pengembangan, peningkatan dan pencapaian target pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa kebijakan dan program antara lain :
· Melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) otomatis pungutan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Kemudian penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2011 tentang air tanah yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dengan kedua perda tersebut dapat menambah sumber pendapatan sekaligus meningkatkan target pendapatan tahun 2015.
· Tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
· Pemanfaatan Asset yang idle (Deposito dan Giro yang Bersaing).
· Penyertaan Modal pada Bank Riau dan Perusahaan Daerah lainnya yang prospek.
· Perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola dan tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya.
· Pemungutan Retribusi Daerah yang potensial perlu dilakukan secara lebih baik melalui sistem yang lebih baik.
· Pengembangan sistem self-assesment bagi wajib pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan.
· Penerapan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
· Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan sistem, prosedur dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
· Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terutama melalui pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan jasa giro termasuk rabat.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Masing – masing jenis belanja terbagi atas objek dan rincian objek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kaerah. Dalam belanja tidak langsung juga terdapat belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dialokasikan minimal 10% dari dana perimbangan. Selain itu amanat undang-undang mengharuskan 20% dari belanja daerah dialokasikan untuk pendidikan di luar gaji dan 10% dialokasikan untuk bidang kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
Belanja yang dilakukan harus efektif dan efisien untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang dingin dicapai. Selain itu juga memperhatikan prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan juga penetapan harga satuan yang rasional.
Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan belanja dapat diklasifikasikan menurut kelompok belanja sebagai berikut :
A. 	Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) 	Belanja Pegawai
a) Untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai rencana formasi pegawai tahun 2014 yang akan diangkat pada tahun 2015.
c) Untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang kriterianya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis.
2) 	Belanja Subsidi
Diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. 

3) 	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, kebijakan diarahkan untuk :
a) Menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
b) Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos memperdomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah daerah dan bansos yang bersumber dari APBD.
c) Bagi instansi penerima hibah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang tata cara pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung oleh kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang.
4) Belanja bantuan keuangan tahun 2015 dilihat dari beberapa ketentuan, antara lain;
a) Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk ADD minimal 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 dengan pembagian secara proporsional per desa dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Undang-undangan Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa.
b) Bantuan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan pada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan dengan besarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah dengan memprihatikan ketentuan pasal 47 dan pasal 133 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
5) Belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan Realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, khususnya untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015. 
B. 	Belanja Langsung
Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, yang terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 
1) Belanja modal diprioritaskan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 17 tahun 2007.
2) Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, pada belanja pegawai (belanja langsung) penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. 
3) Belanja Barang dan Jasa
a) Untuk pemberian jasa narasumber / tenaga ahli;
b) Penganggaran uang untuk pihak ketiga/masyarakat berupa hadiah, penghargaan atau suatu prestasi.
c) Penganggaran Belanja Perjalanan dinas.
d) Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya apartur.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang akan datang.
Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan pembiayaan dalam hal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dianggarkan berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2015 diarahkan untuk Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan/Badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal Tahun 2015 direncanakan kepada PT. Bumi Siak Pusako.
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